
 

 

 

 

 

BUPATI HALMAHERA TENGAH 
PROVINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 
NOMOR : 1 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI HALMAHERA TENGAH, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) 
huruf d Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679), menyusun dan 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang  APBD, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, 
dan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD 
untuk dibahas bersama; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  
 

2. Undang–Undang Nomor  6  Tahun  1990 tentang 
Pembentukan  Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3420); 
 



3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sual, 

Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan 
di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2003 Nomor  21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 

 

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 

4400); 
 

7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun  2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembanagunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4338); 

 

9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia                       Nomor 5049); 
 

10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 

11. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 246, Tambahan  Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Nomor 5589); 

 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  

Nomor 210, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun  2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6170); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2019 Nomor 42, Tamahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4322); 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 

.., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
…); 

 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
Tahun 2014 Nomor 9); 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 
Dan 

BUPATI HALMAHERA TENGAH 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Pasal 1 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023. 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai 

berikut : 

1. Pendapatan  Rp. 1.766.932.502.000,- 
2. Belanja   Rp. 1.766.932.502.000,- 

           Surplus/ (Defisit)                       Rp.,-  
 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan Rp.   12.390.026.453,- 

b. Pengeluaran Rp.   12.390.026.453,- 
         Pembiayaan  Netto                Rp.  -  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun                                - 

Berkenaan Rp ,-              
   

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.   300.000.000.000,- 

b. Pendapatan Transfer sejumlah  Rp.1.466.932.502.000,- 
c. Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah  

sejumlah  Rp.   -  

 
(2) Pendapatan Daerah Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.142.500.000.000,- 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.137.360.000.000,- 
c. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

 sejumlah Rp.  19.840.000.000,- 

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan Rp.      300.000.000,- 

 
 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan Transfer Pusat dan Daerah : 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah  
 Pusat sejumlah Rp.1.366.932.502.000,- 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp    100.000.000.000,- 

 
 

 



Pasal 3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 897.309.762.864,- 
b. Belanja Modal sejumlah Rp. 682.865.604.481,- 

c.  Belanja Tidak Terduga Rp.   17.497.092.494,- 
d.  Belanja Transfer Rp. 169.260.042.161,- 

 
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 323.148.760.746,- 
b. Belanja Barang Jasa Rp. 571.516.202.118,- 

c. Belanja Subsidi Rp.        500.000.000,- 
d. Belanja hibah sejumlah Rp.     2.144.800.000,- 

 
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp.  11.393.585.540,- 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.  76.440.559.220,- 

c. Belanja Modal Gedung Bangunan sejumlah Rp.217.226.786.405,- 
d.  Belanja Modal Jalan,Irigasi sejumalah Rp.375.406.034.283,- 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.    2.398.639.033  
 

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.    17.497.092.494,- 

 
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 

jenis belanja : 
a. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah Rp. 169.260.042.161,-  

 
 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp.  12.390.026.453,- 
b. Pengeluaran sejumlah Rp.  12.390.026.453,- 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  

sebelumnya (SiLPA) sejumlah  Rp.   12.390.026.453,- 

 
b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sejumlah  Rp.   
 

 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pembiayaan : 
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

 sejumlah Rp. 12.390.026.453,- 

 
 

 



Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 

 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi SKPD; 

 
3. Lampiran III Rincian APBD  

 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 
 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
 

9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
 

10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah; 
 

11. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lain-Lain; 

 
12. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam 
Tahun ini; 

 

13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 
 

10. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah. 
 

Pasal 6 
 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmahera Tengah. 

 
Ditetapkan di Weda 

Pada tanggal 28 November 2022 

 

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH, 
 

 
 

Ir. IKRAM M. SANGADJI, M.Si 

 
 

 
Diundangkan di Weda 

Pada tanggal 25 Januari 2023 

 

         SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

 
 
               YANTO M. ASRI 
 

 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  HALMAHERA  TENGAH  TAHUN  
2023 NOMOR 1 

NO.REG  PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  

PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 1/2023 




